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KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 27/PL.03.4-Kpt/53/Prov/11/2018

TENTANG

PENETAPAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017

tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa

Tenggara Timur tentang Pembatasan Pengeluaran Dana

Kampanye Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.

1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
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Memerhatikan: 1.

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) ;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun
2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun
2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 57/Kpts/KPU-Prov-018/2017
tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.

Hasil Rapat Koordinasi Antara Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Tim

Penghubung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur NTT tanggal 13 Februari 2018;

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Provinsi NTT Nomor 58.a/PL.03.3-
BA/53/Prov/I1/2018 Tentang Pembatasan Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur NTT.
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR TENTANG PENETAPAN PEMBATASAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA
TII:/IUR TAHUN 2018;

Pengeluaran dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018
paling banyak sebesar Rp 149.000.000.000,- (Seratus
Empat Puluh Sembilan Milyar Rupiah);

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 Februari 2018
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